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BAB III 

PROSEDUR PELAKSANAAN LELANG HARTA/ BENDA HASIL 

GRATIFIKASI 

 

A. Pengertian Lelang 

Lelang atau yang biasa disebut penjualan umum telah ada di 

Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda.Yakni sejak berlakunya Vendu 

Reglement (Peraturan Lelang Stbl. 1908 nomor 189) dan Vendu Instructie 

(Instruksi Lelang Stbl. 1908 No. 190) dan hingga sekarang masih berlaku. 

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk 

umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin 

meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului 

dengan pengumuman lelang.
1
 

 

B. Pengertian Hasil gratifikasi 

Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian 

dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), 

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi 

tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang 

                                                 
1
 Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

106/PMK.06/2013…, Pasal 1 angka 1 
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dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 

elektronik.
2
 

Adapun hasil gratifikasi merupakan hasil pemberian berupa barang 

yang telah ditetapkan status gratifikasinya menjadi milik Negara oleh 

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3
 

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yakni apabila dicermati 

dalam penjelasan pasal 12 B Ayat (1) tersebut di atas kalimat yang 

termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat pemberian dalam arti 

luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi.
4
 

Bentuk-bentuk gratifikasi tersebut dapat dikategorikan menjadi dua 

macam, yakni gratifikasi legal dan gratifikasi ilegal, dapat dijelaskan dalam 

tabel sebagai berikut:
5
 

Karakteristik Gratifikasi Legal Gratifikasi Ilegal 

Tujuan/Motif 

Pemberian  

Dilakukan untuk 

menjalankan hubungan 

baik, menghormati 

martabat seseorang, 

memenuhi tuntutan 

agama, dan 

mengembangkan berbagai 

bentuk perilaku simbolis 

(diberikan karena alasan 

yang dibenarkan secara 

sosial)  

Ditujukan untuk 

mempengaruhi 

keputusan dan 

diberikan karena apa 

yang 

dikendalikan/dikuas

ai oleh penerima 

(wewenang yang 

melekat pada 

jabatan, sumber 

daya lainnya)  

Hubungan antara 

Pemberi dan 

Penerima 

Setara  Timpang  

Hubungan yang Umumnya tidak ada  Pasti ada  

                                                 
2
 Tim Permata Press, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan…, 171. 

3
 Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011..., Pasal 1 angka 9. 

4
 Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku Memahami Gratifikasi (Jakarta: Komisi 

Pemberantasan Korupsi, 2010), 3. 
5
 Ibid., 14-15. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52 

 

bersifat strategis 

Timbulnya Konflik 

Kepentingan  

Umumnya tidak ada  Pasti ada  

Situasi Pemberian  Acara-acara yang sifatnya 

sosial berakar pada adat 

istiadat dan peristiwa 

kolektif  

Bukan merupakan 

peristiwa kolektif 

meski bisa saja 

pemberian diberikan 

pada acara sosial  

Resiprositas (Sifat 

Timbal Balik)  

Bersifat ambigu dalam 

perspektif bisa  

resiprokal & kadang-

kadang tidak resiprokal  

Resiprokal secara 

alami  

Kesenjangan Waktu  Memungkinkan kesenjan-

gan waktu yang panjang 

pada saat pemberian kem-

bali (membalas 

pemberian)  

Tidak 

memungkinkan ada 

kesenjangan waktu 

yang panjang  

Sifat Hubungan  Aliansi sosial untuk 

mencari pengakuan sosial  

Patronase dan 

seringkali nepotisme 

dan ikatan serupa ini 

penting untuk 

mencapai tujuan  

Ikatan yang 

Terbentuk  

Sifatnya jangka panjang 

dan emosional  

Sifatnya jangka 

pendek dan 

transaksional  

Kecenderungan 

Adanya Sirkulasi 

Barang/produk  

Terjadi sirkulasi barang/ 

produk  

Tidak terjadi 

sirkulasi 

barang/produk  

Nilai atau Harga dari 

Pemberian  

Menitikberatkan pada 

nilai instrinsik sosial  

Menekankan pada 

nilai moneter  

Metode Pemberian  Umumnya langsung dan 

bersifat terbuka  

Umumnya tidak 

langsung (melalui 

agen/perantara) dan 

bersifat tertutup/ra-

hasia 

Mekanisme 

Penentuan 

Nilai/harga  

Berdasarkan kewajaran/ 

kepantasan secara sosial 

(masyarakat)  

Ditentukan oleh 

pihak-pihak yang 

terlibat  

Akuntabilitas Sosial  Akuntabel dalam arti 

sosial  

Tidak akuntabel 

secara sosial  

 Tabel 1.1: Bentuk gratifikasi Legal dan gratifikasi Ilegal  
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Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, maka 

perlu dilihat rumusan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa “Setiap 

gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara 

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan 

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) atau lebih, 

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap 

dilakukan oleh penerima gratifikasi 

2. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), 

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut 

umum.
6
 

Akan tetapi, gratifikasi tersebut tidak menjadi kejahatan korupsi 

apabila pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara melaporkan 

tindakan tersebut. Sesuai pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi: 

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak 

berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya 

kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

                                                 
6
 Tim Permata Press, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan…, 158. 
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2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 

dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima 

3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, 

wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau 

milik Negara 

4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7
 

Pejabat Penyelenggara Negara adalah pejabat yang dimaksud 

berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme, meliputi: 

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara 

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara 

3. Menteri 

4. Gubernur 

5. Hakim 

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan 

                                                 
7
 Ibid., 158-159. 
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7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan yang dimaksud Pegawai Negeri adalah pegawai yang 

berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, meliputi: 

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

tentang Kepegawaian 

2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana 

3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau 

Daerah 

4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 

menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau 

5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 

 

C. Dasar Hukum Lelang Harta/ Benda Hasil Gratifikasi 

Dasar hukum lelang harta/ benda hasil gratifikasi memuat banyak 

undang-undang dan peraturan-peraturan, karena hal tersebut merupakan 

wujud kerjasama antara dua lembaga pemerintahan, yakni KPK dan 
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Menteri Keuangan. Akan tetapi, secara khusus dasar hukum lelang tersebut 

antara lain: 

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 

yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi 

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

3. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-

06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

 

D. Pelaksanaan Lelang Harta/ Benda Hasil Gratifikasi 

1. Latar Belakang Lelang Harta/ Benda Hasil Gratifikasi 

Penerima gratifikasi wajib melaporkan harta/ benda hasil 

gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Atas laporan tersebut, 

pimpinan KPK menetapkan status kepemilikan harta/ benda hasil 

gratifikasi tersebut. 
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Setelah ditetapkan menjadi milik Negara oleh pimpinan KPK, 

barang tersebut diserahkan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, 

DJKN selaku pengelola BMN, mempunyai wewenang untuk 

memanfaatkan atau menjual barang tersebut. Akan tetapi, selama ini 

barang gratifikasi cenderung dijual melalui pelelangan.
8
 

Menteri Keuangan melaksanakan lelang sebagai bentuk 

pemindahtanganan harta/ benda hasil gratifikasi. Pemindahtanganan 

adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak 

lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, 

dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
9
 

Pelaksanaan lelang harta/ benda hasil gratifikasi diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara Nomor Per-06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Lelang. 

Lelang harta/ benda hasil gratifikasi telah dilaksanakan dari 

mulai tahun 2011, hingga sampai saat ini masih berlaku.
10

 Lelang 

harta/ benda hasil gratifikasi juga merupakan amanat Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

                                                 
8
 Media Keuangan, Semangat Tranformasi Menuju Birokrasi gesit tanggap dan kaya fungsi,Vol. 

IX | No. 81 / Mei 2014, 26. 
9
 Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011..., Pasal 1 angka 13. 

10
 Media Keuangan, Semangat Tranformasi…, 26. 
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Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 ayat 

(6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, bahwa gratifikasi yang 

menjadi milik Negara diserahkan kepada Menteri Keuangan.
11

 

 

2. Penyelenggara Lelang Harta/ Benda Hasil Gratifikasi 

Lelang harta/ benda hasil gratifikasi merupakan jenis lelang 

eksekusi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

Lelang eksekusi merupakan lelang untuk melaksanakan 

putusan/ penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang 

dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan.
12

 

Dalam pelaksanaannya, lelang tersebut harus dilakukan oleh 

dan/ atau dihadapan pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh 

undang-undang atau peraturan pemerintah.
13

 

Oleh sebab itu, lelang harta/ benda hasil gratifikasi dilakukan 

oleh dan/ atau dihadapan pejabat lelang berdasarkan intruksi Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara yang diberi wewenang untuk 

                                                 
11

 Tim Permata Press, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan…,185. 
12

 Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

106/PMK.06/2013…, pasal 1 angka 4. 
13

 Ibid.,pasal 2. 
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pemindahtangan barang hasil gratifikasi oleh Menteri Keuangan 

Republik Indonesia. 

 

3. Subyek dan Obyek Lelang Harta/ Benda Hasil Gratifikasi 

a. Subyek Lelang Harta/ Benda Hasil Gratifikasi 

Subyek lelang harta/ benda hasil gratifikasi adalah pelaku 

dalam lelang tersebut, antara lain terdiri dari: 

1) Penjual 

Penjual lelang harta/ benda hasil gratifikasi adalah 

pejabat lelang yang ditunjuk berdasarkan intruksi 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang diberi 

wewenang untuk pemindahtangan barang hasil gratifikasi 

oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

Sedangkan pejabat lelang terdiri dari: 

a) Pejabat Lelang Kelas I 

b) Pejabat Lelang Kelas II. 

Pejabat Lelang Kelas I adalah pejabat lelang yang 

berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang 

atas permohonan Penjual/ Pemilik Barang,
14

 sedangkan 

Pejabat Lelang Kelas II adalah pejabat lelang yang 

berwenang melaksanakan lelang Noneksekusi Sukarela 

                                                 
14

 Ibid., Pasal 8 ayat (2). 
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atas permohonan Balai Lelang atau Penjual/ Pemilik 

Barang.
15

 

2) Pembeli 

Pembeli lelang harta/ benda hasil gratifikasi berasal 

dari peserta lelang tersebut, yakni orang atau badan 

hukum/ badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk 

mengikuti lelang harta/ benda hasil gratifikasi. 

Syarat tersebut antara lain: 

a) Menyetorkan uang jaminan penawaran lelang 

kepada Bendahara penerimaan KPKNL/ pejabat 

lelang/ Balai lelang 

b) Penyetoran uang jaminan tersebut hanya untuk satu 

barang/ satu paket barang lelang 

c) Besaran uang jaminan setoran harus sama dengan 

besaran uang jaminan yang disebutkan dalam 

pengumuman lelang. 

b. Obyek Lelang Harta/ Benda Hasil Gratifikasi 

Obyek lelang harta/ benda hasil gratifikasi merupakan 

benda atau barang yang status gratifikasinya telah di tetapkan 

oleh Pimpinan KPK, sehingga benda atau barang tersebut telah 

diberikan kepada Menteri Keuangan. 

                                                 
15

 Ibid., Pasal 8 ayat (3). 
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Obyek lelang harta/ benda hasil gratifikasi tersebut 

terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni: 

1) Hasil pemberian oleh dan/ atau kepada pejabat 

penyelenggara Negara atau pegawai Negeri yang secara 

suka rela diserahkan kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 

2) Hasil pemberian oleh dan/ atau kepada pejabat 

penyelenggara Negara atau pegawai Negeri yang telah 

disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Hal ini sesuai pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni “jika 

terpidana tidak membayar uang pengganti sesudah putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta 

bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang 

pengganti tersebut”.
16

 

 

4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Harta/ Benda  Hasil Gratifikasi 

Pelaksanaan Lelang harta/ benda hasil gratifikasi merupakan 

intruksi Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang diberi wewenang 

untuk pemindahtangan barang hasil gratifikasi oleh Menteri 

Keuangan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya 

                                                 
16

 Tim Permata Press, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan…, 121. 
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mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 

06/KN/2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang. 

Teknis pelaksanaan lelang adalah tata cara pelaksanaan lelang 

secara umum di wilayah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

Teknis pelaksanaan lelang ini dapat disimpulkan menjadi 10 tahap 

pelaksanaan, antara lain sebagai berikut: 

a. Permohonan lelang 

Adalah pengajuan secara tertulis oleh Penjual/ Pemilik 

Barang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumen persyaratan 

lelang yang bersifat umum dan khusus. 

b. Jaminan penawaran lelang 

Adalah uang yang disetor kepada Kantor Lelang/ Balai 

Lelang atau Pejabat Lelang oleh calon Peserta Lelang sebelum 

pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi Peserta Lelang.
17

 

c. Nilai limit 

Adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan 

ditetapkan oleh Penjual/ Pemilik Barang.
18

 

d. Pengumuman lelang 

Adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan 

adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat 

lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.
19

 

                                                 
17

 Ibid., Pasal 1 angka 25. 
18

 Ibid., Pasal 1 angka 26. 
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e. Penawaran lelang 

Adalah tata cara pembelian barang lelang oleh peserta 

lelang untuk menjadi pembeli, yang dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung, yang menggunakan sarana 

lisan, tulisan, dan media elektronik. 

f. Bea lelang dan uang miskin 

Bea lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dikenakan kepada Penjual dan/atau 

Pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak.
20

 Sedangkan uang miskin 

adalah bea yang dikenakan kepada Penjual dan/ atau Pembeli 

atas setiap pelaksanaan lelang dengan presentase 0 %. 

g. Pembatalan sebagai pembeli 

Adalah pembatalan yang dilakukan oleh pejabat lelang 

sebagai akibat pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran 

lelang sesuai ketentuan (wanprestasi). 

h. Register pembatalan dan penyetoran bea lelang batal 

Register pembatalan adalah pembatalan lelang yang 

dicatat dalam buku register pembatalan, sedangkan bea lelang 

batal adalah bea yang dikenakan kepada peserta lelang setelah 

disahkan menjadi pembeli, akan tetapi tidak melunasi 

kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (wanprestasi). 

                                                                                                                   
19

 Ibid., Pasal 1 angka 3. 
20

 Ibid., Pasal 1 angka 31. 
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i. Risalah lelang 

Adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh 

Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai 

kekuatan pembuktian sempurna.
21

 

j. Kutipan risalah lelang pengganti 

Adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa 

bagian risalah lelang sebagai akibat kepemilikan barang yang 

dibeli oleh pembeli lelang masih atas nama pemilik lama 

sebelum dilaksanakan lelang. 

 

5. Contoh Pelaksanaan Lelang Harta/ Benda Hasil Gratifikasi 

Agar dapat diketahui bahwa pelaksanaan lelang hasil gratifikasi 

telah dilaksanakan, maka perlu diberikan contoh hasil pelaksanaan 

lelang tersebut. Adapun contoh pelaksanaan lelang hasil gratifikasi 

sebagai berikut: 

a. Contoh lelang barang gratifikasi berupa sajadah:
22

 

Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) berhasil 

melelang 74 Barang Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) dengan total nilai Rp. 72.280.000,- dalam puncak 

                                                 
21

 Ibid., pasal 1 angka 32. 
22

 Bend Abidin Santosa, Lelang Barang Gratifikasi dalam Pekan Anti Korupsi 2013 “Sajadahpun 

Dapat Terjual dengan Harga yang Fantastis”, dalam 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/berita/sajadahpun-dapat-terjual-dengan-harga-fantastis, 

diakses pada 16 Mei 2014. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/berita/sajadahpun-dapat-terjual-dengan-harga-fantastis
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rangkaian acara Pekan Anti Korupsi 2013 pada 11 Desember 

2013 di Istora Senayan, Jakarta. 

Yang hadir dalam acara tersebut antara lain, Direktur 

Lelang Purnama T Sianturi, Direktur Hukum dan Humas 

Tavianto Noegroho, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara 

dan Sistem Informasi (PKNSI) Encep Sudarwan, Kepala 

Kanwil DJKN Jakarta Try Intiaswati,  Wakil Ketua KPK 

Adnan Pandu Praja, Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono 

serta para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) di lingkungan Kanwil DJKN Jakarta. 

Yang bertindak sebagai Pejabat lelang KPKNL Jakarta V 

adalah Yanuar Edy Purwoko dan Pejabat Penjual adalah 

Soeparjanto, Kasubdit Pengelolaan Kekayaan Negara III DJKN. 

Adapun barang-barang gratifikasi yang terjual antara lain, 

logam mulia, Black Berry, Handphone Samsung Galaxy Beam, 

kalung mutiara, jam tangan merk Swiss Army, Alexander 

Christy, Guess, Raymond Well, tas kulit buaya, kain batik, 

sutera, kemeja, baju koko, bed cover, ikat pinggang, sajadah, 

hingga voucer belanja. 

Namun ada yang menarik dan unik dalam lelang ini yaitu 

barang gartifikasi sajadah dengan harga limit hanya Rp. 

88.300,- terjual dengan harga yang fantastis yakni Rp. 

1.600.000,-. 
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Dalam lelang gratifikasi ini, kemampuan pemandu lelang 

(afslager) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jakarta V, Palomes mempunyai andil yang tidak 

sedikit. Dengan kemampuannya mempersuasi peserta, para 

peserta lelang berperang harga mengalahkan peserta lainnya 

sehingga hampir seluruh barang laku terjual dengan nilai tinggi 

melampui harga limit. 

b. Contoh lelang barang gratifikasi berupa mukena:
23

 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Jakarta V kembali melelang Barang Milik Negara Gratifikasi 

KPK di Pendopo Kanwil DJKN DKI Jakarta, Jalan Prapatan 

No. 10 Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2014. 

KPKNL Jakarta V melelang 34 lot barang gratifikasi yang 

terdiri dari baju batik, jam tangan swiss army, handphone 

blackberry Q10, powerbank, Ipad mini, Voucher belanja, parcel, 

mukena, keramik, parfum, kain sutera, kain songket, kain 

sasirangan, kain batik, ballpoint, stick golf, Tas, dan Liontin 

emas 5 gram. 

Dalam waktu kurang dari 2 jam, 26 lot barang laku terjual 

dengan harga Rp. 30.475.000,- dari total nilai limit sebesar Rp. 

16.511.100,-. 

                                                 
23

 Mizan Abidi, Harga Fantastis, dalam https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/harga-fantastis-

lelang-gratifikasi-kpk, diakses pada 16 Mei 2014. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/harga-fantastis-lelang-gratifikasi-kpk
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/harga-fantastis-lelang-gratifikasi-kpk


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67 

 

Hal yang paling mengejutkan adalah terjualnya mukena 

dengan harga Rp. 2.000.000,- atau naik 910,3% dari nilai limit 

sebesar Rp. 219.700 dalam lelang gratifikasi tersebut. 

Adapun 8 lot barang yang tidak laku terjual adalah 1 buah 

parcel, 2 set keramik, 1 buah Chinese Ceramic Mini Tea Set, 2 

buah Ballpoint merk Mont Blanc, 3 lembar voucher belanja 

SOGO serta 1 set Stick Golf. DJKN akan menyetorkan hasil 

lelang berupa pokok lelang dan bea lelang ke Kas Negara 

sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 


